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ABSTRAK

Sebagai bagian dari Lembaga Pemasyarakatan, Warga Binaan Pemasyarakatan Non
Muslim juga mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pembinaan yang efektif
khususnya dalam pembinaan kerohanian. ‘Karena Warga Binaan Pemasyarakatan Non
Muslim juga perlu untuk dibina sehingga dapat meningkatkan ketagwaannya kepada
Tuhan Yang Maha Esa, serta meningkatkan kualitas warga binaan tersebut agar
menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga
dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor
32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan tersebut, pembinaan yang dimaksudkan sebagai suatu upaya positif
dalam meningkatkan kualitas ketagwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual,
sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani. Penelitian ini merupakan
jenis penelitian Yuridis Sosiologis. Data penelitian ini meliputi data primer dan data
sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, studi kepustakaan
dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan-bahwa pelaksanaan pembinaan kerohanian
bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Non Muslim di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1B
Solok masih menghadapi kendala diantaranya: belum adanya ruangan khusus sebagai
tempat pelaksanaan pembinaan kerohanian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Non
Muslim, belum adanya petugas khusus, dan belum adanya anggaran khusus untuk
pembinaan kerohanian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Non Muslim, serta belum
adanya kerjasama dengan instansi terkait seperti Kementerian Agama sehingga
pembinaan kerohanian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Non Muslim belum dapat
terlaksana. Adapun upaya untuk mengatasi kendala tersebut diantaranya menyediakan
ruangan khusus sebagai tempat pelaksanaan kegiatan pembinaan kerohanian serta
menyediakan  sarana prasarana pendukung lainnya, mengajukan usulan anggaran,
menempatkan petugas Pemasyarakatan Non Muslim dalam pelaksanaan pembinaan
kerohanian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Non Muslim, serta mengajukan usulan
kerjasama dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) dengan pihak
Kementerian Agama guna mendukung pelaksanaan pembinaan kerohanian tersebut.
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